BAB VII

Sistem Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi

A. Pengertian

Pajak adalah kontribusi wajib warga negara berupa iuran
ataupun tunai bersifat memaksa yang berdasrkan ketentuan
Undang-undang yang berlaku. Imbalan atas pembayaran pajak,
tidak bisa dinikmati secara langsung, akan tetapi secara berkala.
1Hasil dari pajak, digunakan untuk kepentingan negara yang
berupa fasilitas umum, seperti: jalan raya, jembatan dan lain
sebagainya.

Sistem pajak konstruksi telah diatur dalam
Peratura Pemerintah Nomorn51 Tahun 2008 tentang pajak
penghasilan usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi merupakan
pekerjaan yang bergerak pada bidang jasa perencanaan, jasa
pelaksanaan serta jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. 2

B. Tarif Dasar Pengenaan Pajak
Tarif pengenaan pajak atasnusahankonstruksi yaitu:

JenisnKonstruksi WajibnPajak Tarif

Pelaksanaan Penyedia jasa yang 2%
mempunyai kualifikasi
usaha kecil

Pelaksanaan Penyedia jasa yang tidak | 4%
mempunyai kualifikasi
usaha

Pelaksanaan Penyedia jasa selain dua | 3%
diatas

Perencanaan/pengawasan | Penyedia jasa mempunyai | 4%
kualifikasi usaha

1 Sukrisno Agoes, EstralitanTrisnawati, “Akuntansi Perpajakan’,
(Jakarta: Salemba Empat 2018), hal. 6
2 Siti Resmi, “Perpajakan:Teori dan Kasus”, (Jakarta: Salemba Empat
2019), hal. 157
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Perencanaan/pengawasan | Penyedia jasa tidak 6%
mempunyai kualifikasi
usaha

Adapun dasar pengenaan pajak yaitu:

1. Jika PPh dipotong oleh pengguna jasa, maka jumlah
pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).

2. Jika PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa, maka
penerimaan  pembayaran tidak termasuk  Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

Nilai kontrak di dalamnya terdapat jumlah pembayaran
maupun jumlah penerimaan atas adanya kesepakatan nilai kontrak
tersebut. Sehingga jika PPh dipotong oleh pengguna jasa atau
disetor sndiri oleh penyedia jasa terdapat selisih kekurangan
dengan nilai kontrak, maka penyedia jasa wajib menyetor
kekurangan tersebut.

Jika pengguna jasa tidak membayar nilai kontrak ataupun tidak
membayar sepenuhnya, maka PPh tersebut tergolong tidak final.
Pencatatan atas piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan karena
adanya nilai kontrak yang dibayar. Pada dasarnya jika piutang
tersebut dapat ditagih, maka akan dikenakan PPh final. Perkalian
antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak merupakan cara
untuk menghitung PPh final.3

C. Contoh Kasus dan Latihan Soal
Contoh Kasus

1. Inspektorat Kabupaten melakukan pembangunan gedung
dengan perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi.
Maisng-masing adalah Bapak Agus, PT Bangun Jaya, dan CV
Abadi. Nilai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
konstruksi masing-masing adalah Rp 66.000.000,

3 Siti Resmi, “Perpajakan:Teori dan Kasus”, (Jakarta: Salemba Empat
2019), hal. 158-159
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Rp 770.000.000,

Rp 55.000.000.

Nilai

pembayaran

termasuk PPN 10%. Atas pembayaran imbalan jasa tersebut
Bendahara Inspektorat memotong PPh final sebagai berikut:

Dasar
Penyedia | JenisJasa Pengenaan PPh dipotong
Jasa Pajak
Bapak Perencanaan | 100/110 x 4% x
Agus konstruksi Rp66.000.000= | Rp60.000.000=
Rp60.000.000 Rp2.400.000
PT Pelaksanaan | 100/110 x 2% x
Bangun konstruksi Rp770.000.000= | Rp700.000.000=
Jaya Rp700.000.000 | Rp14.000.000
Ccv Pengawasan | 100/110 x 4% x
Aabadi Konstruksi Rp55.000.000= | Rp50.000.000=
Rp50.000.000 Rp2.000.000

Latihan Soal

1. Bendahara Inspektorat Provinsi

melakukan pembangunan

gedung, adapun pelaksana konstruksi yaitu PT Terang Jaya, dan
perencana konstruksi yaitu Bapak Mustofa.

a. Pada tanggal

31 Maret 2016 Bendahara Inspektorat

Provinsi melakukan pembayaran kepada Bapak Mustofa
selaku perencana konstruksi sebesar Rp 44.000.000
(termasuk PPN)
b. Padatanggal 4 April 2016 Bendahara Inspektorat Provinsi
melakukan pembayaran kepada PT Terang Jaya untuk
biaya pelaksanaan konstruksi sebesar Rp 1.100.000.000
(termasuk PPN)

Bagaimana untuk menghitung kewajiban perpajakannya?



